SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 18 Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian
terhadap kebutuhan hukum  serta  dinamika
pelaksanaan di lapangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Natuna Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4451);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018
tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1062);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial
Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial,
Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan
Kesejahteraan  Sosial (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Nomor 20);
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14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021
Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Natuna Nomor 71 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna
Nonor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BAGI
LANJUT USIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial
Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2025 Nomor 414) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Bantuan sosial bagi lanjut usia diberikan dalam

bentuk uang.

(2) Penetapan daftar penerima beserta besaran uang

bantuan sosial lanjut usia ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya ~memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI NATUNA,
ttd

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal S Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 463

Salinan suqi dengan aslinya

BAGIAN HUKUM



